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Abstract  

The development of digital technology and social media has created new spaces for public participation in 

social and political discourse. However, digital spaces also present various challenges, one of which is the 

emergence of online gender-based violence. This phenomenon often targets women who actively participate 

in digital public spaces, particularly in political and social discussions. This study aims to analyze the 

forms, dynamics, and implications of online gender-based violence on women's participation in digital 

public spaces. The research employs a qualitative approach using a literature review method based on 

relevant academic sources, including scientific journals and previous research publications. The findings 

indicate that online gender-based violence occurs in various forms, such as hate speech, verbal harassment, 

personal attacks, and the delegitimization of women's capacities in public discourse. In addition to its 

psychological impact on victims, such violence also has the potential to limit women's participation in 

digital public discussions. Therefore, comprehensive efforts are required through stronger regulations, 

improved digital literacy, and the role of social media platforms in creating safer and more inclusive digital 

spaces. 
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Abstrak  

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah membuka ruang baru bagi masyarakat 

untuk berpartisipasi dalam diskursus publik. Namun, di sisi lain, ruang digital juga 

menghadirkan berbagai tantangan, salah satunya adalah munculnya kekerasan berbasis gender 

online. Fenomena ini sering kali menargetkan perempuan yang aktif di ruang publik digital, 

khususnya dalam konteks politik dan isu sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

bentuk, dinamika, serta implikasi kekerasan berbasis gender online terhadap partisipasi 

perempuan dalam ruang publik digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan metode kajian literatur terhadap berbagai sumber akademik yang relevan, seperti jurnal 

ilmiah dan publikasi penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan 

berbasis gender online muncul dalam berbagai bentuk, seperti ujaran kebencian, pelecehan 

verbal, serangan personal, serta delegitimasi terhadap kapasitas perempuan dalam ruang publik. 

Selain berdampak pada kondisi psikologis korban, kekerasan tersebut juga berpotensi membatasi 

partisipasi perempuan dalam diskursus publik digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya 

komprehensif melalui regulasi yang lebih kuat, peningkatan literasi digital, serta peran platform 

media sosial dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman dan inklusif. 

Kata Kunci: kekerasan berbasis gender online, media sosial, partisipasi perempuan 

  

Pendahuluan 

       Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara 

masyarakat berinteraksi, termasuk dalam ruang politik digital. Media sosial menjadi 

ruang publik baru yang memungkinkan partisipasi politik berlangsung secara lebih 
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terbuka dan luas. Namun, ruang digital tersebut juga menghadirkan berbagai bentuk 

kekerasan baru, salah satunya adalah kekerasan berbasis gender online. Kekerasan 

berbasis gender online atau online gender-based violence merupakan tindakan kekerasan 

yang dilakukan melalui media digital dengan target korban berdasarkan identitas 

gendernya. Bentuk kekerasan ini dapat berupa pelecehan verbal, ancaman, penyebaran 

konten intim tanpa izin, hingga serangan misoginis yang merendahkan perempuan di 

ruang digital. Fenomena ini semakin meningkat seiring dengan semakin masifnya 

penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari masyarakat modern (Ayunda 

Pratiwi et al., 2021) 

       Di Indonesia, penggunaan media sosial telah berkembang pesat dan menjadi salah 

satu sarana utama dalam diskursus politik. Platform seperti X (Twitter), Instagram, 

Facebook, dan TikTok menjadi ruang penting bagi politisi untuk berkomunikasi dengan 

masyarakat. Kehadiran media sosial memungkinkan politisi untuk membangun citra 

politik, menyampaikan gagasan, serta berinteraksi langsung dengan konstituen. Namun 

di sisi lain, media sosial juga membuka ruang bagi munculnya ujaran kebencian dan 

kekerasan verbal yang menyasar individu tertentu. Dalam konteks gender, perempuan 

sering kali menjadi kelompok yang paling rentan terhadap serangan digital yang bersifat 

misoginis. Hal ini menunjukkan bahwa ruang digital tidak sepenuhnya bebas dari relasi 

kuasa dan struktur patriarki yang telah lama ada dalam masyarakat (Fidella Azhar Julian 

& Wa Ode Asmawati, 2024). 

       Fenomena kekerasan berbasis gender online tidak hanya terjadi dalam kehidupan 

sosial sehari-hari, tetapi juga merambah ke ranah politik. Politisi perempuan sering 

menjadi target serangan yang tidak hanya berkaitan dengan kapasitas politik mereka, 

tetapi juga identitas gender mereka. Serangan tersebut sering kali menggunakan bahasa 

yang merendahkan perempuan, stereotip gender, serta pelecehan seksual secara verbal. 

Kekerasan semacam ini tidak hanya menyerang individu secara personal, tetapi juga 

berfungsi untuk mendeligitimasi posisi perempuan dalam arena politik. Dengan 

demikian, kekerasan berbasis gender online dapat dipahami sebagai bentuk baru dari 

praktik diskriminasi gender dalam politik. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan yang 

dihadapi perempuan dalam politik tidak hanya bersifat struktural tetapi juga kultural 

dan digital (Susilo et al., n.d.). 

       Secara global, berbagai penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang terlibat 

dalam politik memiliki risiko lebih tinggi menjadi korban kekerasan digital 

dibandingkan laki-laki. Kekerasan tersebut sering kali berupa pelecehan seksual, 

ancaman kekerasan, hingga serangan yang menargetkan tubuh dan kehidupan pribadi 

perempuan. Dalam banyak kasus, serangan ini tidak berkaitan dengan substansi 

kebijakan atau gagasan politik yang mereka sampaikan. Sebaliknya, serangan tersebut 

lebih menyoroti aspek gender dan stereotip terhadap perempuan. Fenomena ini 

menunjukkan bahwa kekerasan digital terhadap perempuan dalam politik merupakan 

bagian dari upaya mempertahankan dominasi maskulin dalam ruang politik. Oleh 
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karena itu, kekerasan berbasis gender online dapat menjadi mekanisme sosial untuk 

membatasi partisipasi perempuan dalam politik (Delisle et al., 2019). 

       Dalam konteks demokrasi, keberadaan perempuan dalam politik merupakan salah 

satu indikator penting dari representasi yang inklusif. Indonesia sendiri telah 

menerapkan kebijakan afirmatif berupa kuota minimal 30 persen keterwakilan 

perempuan dalam lembaga legislatif. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan 

partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik. Meskipun 

demikian, keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia masih menghadapi 

berbagai hambatan struktural dan kultural. Salah satu hambatan yang semakin terlihat 

dalam era digital adalah meningkatnya serangan terhadap perempuan politisi di media 

sosial. Serangan tersebut sering kali berfungsi untuk merusak kredibilitas dan legitimasi 

politik perempuan (Susilo et al., n.d.). 

       Media sosial sebagai ruang komunikasi politik seharusnya dapat memperkuat 

demokrasi dengan membuka ruang dialog yang lebih luas. Akan tetapi, realitas 

menunjukkan bahwa media sosial juga menjadi arena konflik dan kekerasan simbolik. 

Perempuan yang tampil di ruang publik digital sering kali menjadi sasaran komentar 

seksis, penghinaan, dan pelecehan verbal. Bentuk-bentuk kekerasan ini sering kali 

muncul dalam bentuk metafora atau bahasa yang merendahkan perempuan secara 

simbolik. Serangan semacam ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga 

mempengaruhi persepsi publik terhadap perempuan dalam politik. Dengan demikian, 

media sosial dapat berfungsi sebagai arena reproduksi bias gender dalam ruang politik 

digital (Eka Susilowati et al., 2025) . 

       Kekerasan berbasis gender online juga memiliki dampak psikologis dan sosial yang 

signifikan terhadap korban. Perempuan yang menjadi korban sering mengalami tekanan 

psikologis, kecemasan, serta ketakutan untuk berpartisipasi aktif di ruang digital. Dalam 

konteks politik, dampak ini dapat mempengaruhi keberanian perempuan untuk 

menyampaikan opini atau terlibat dalam diskursus publik. Akibatnya, ruang politik 

digital dapat menjadi semakin tidak ramah bagi perempuan. Jika fenomena ini terus 

berlanjut, maka kekerasan berbasis gender online berpotensi menghambat partisipasi 

politik perempuan secara lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan digital 

memiliki implikasi serius terhadap kualitas demokrasi. 

       Selain berdampak pada individu, kekerasan berbasis gender online juga memiliki 

dampak struktural terhadap sistem politik. Serangan digital terhadap perempuan politisi 

dapat membentuk opini publik yang negatif terhadap kapasitas perempuan sebagai 

pemimpin. Narasi yang dibangun melalui serangan tersebut sering kali menampilkan 

perempuan sebagai sosok yang emosional, lemah, atau tidak kompeten dalam politik. 

Narasi semacam ini berpotensi memperkuat stereotip gender yang telah lama mengakar 

dalam masyarakat. Akibatnya, legitimasi politik perempuan dapat terkikis oleh 

konstruksi sosial yang bias gender. Dengan demikian, kekerasan berbasis gender online 

dapat berfungsi sebagai alat delegitimasi politik terhadap perempuan. 
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       Fenomena delegitimasi politik melalui kekerasan digital menunjukkan bahwa 

kekuasaan dalam politik tidak hanya diperebutkan melalui institusi formal. Ruang 

digital menjadi arena baru di mana legitimasi politik dapat diproduksi dan 

diperdebatkan. Dalam konteks ini, media sosial berfungsi sebagai medan pertarungan 

simbolik antara berbagai aktor politik. Serangan berbasis gender terhadap perempuan 

politisi dapat menjadi strategi untuk melemahkan posisi politik mereka di mata publik. 

Dengan kata lain, kekerasan berbasis gender online dapat digunakan sebagai instrumen 

politik untuk mengurangi pengaruh perempuan dalam politik. Hal ini menunjukkan 

bahwa kekerasan digital memiliki dimensi politik yang tidak dapat diabaikan. 

       Lebih jauh lagi, kekerasan berbasis gender online sering kali berakar pada budaya 

patriarki yang masih kuat dalam masyarakat. Budaya patriarki menempatkan laki-laki 

sebagai aktor utama dalam ruang publik, sementara perempuan sering kali diposisikan 

dalam ruang domestik. Ketika perempuan memasuki ruang politik yang selama ini 

didominasi oleh laki-laki, mereka sering menghadapi resistensi sosial. Resistensi tersebut 

dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk serangan verbal di media sosial. Dalam 

banyak kasus, serangan tersebut bertujuan untuk mengingatkan perempuan bahwa 

politik bukanlah ruang yang “layak” bagi mereka. Oleh karena itu, kekerasan berbasis 

gender online dapat dipahami sebagai manifestasi digital dari struktur patriarki dalam 

masyarakat. 

       Meskipun isu kekerasan berbasis gender online semakin mendapat perhatian dalam 

penelitian akademik, kajian yang secara khusus membahas hubungan antara kekerasan 

digital dan delegitimasi politik terhadap perempuan masih relatif terbatas. Sebagian 

besar penelitian lebih banyak menyoroti pengalaman korban atau bentuk-bentuk 

kekerasan yang terjadi di ruang digital. Sementara itu, dimensi politik dari kekerasan 

berbasis gender online masih belum banyak dikaji secara mendalam. Padahal, 

memahami hubungan antara kekerasan digital dan legitimasi politik perempuan sangat 

penting untuk melihat bagaimana relasi kuasa bekerja dalam ruang politik digital. Oleh 

karena itu, penelitian mengenai topik ini menjadi semakin relevan dalam konteks 

perkembangan demokrasi digital. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam memahami dinamika kekerasan berbasis gender dalam politik digital. 

            Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis kekerasan 

berbasis gender online sebagai bentuk delegitimasi politik terhadap politisi perempuan 

di media sosial Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana bentuk-

bentuk kekerasan digital tersebut muncul dan bagaimana dampaknya terhadap 

legitimasi politik perempuan. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi 

narasi dan pola serangan berbasis gender yang digunakan dalam ruang digital. Dengan 

memahami fenomena ini secara lebih mendalam, diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian gender dan politik di era digital. 

Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi upaya menciptakan 

ruang digital yang lebih aman dan inklusif bagi perempuan dalam politik. Dengan 
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demikian, penelitian ini memiliki relevansi akademik sekaligus praktis dalam 

memperkuat demokrasi yang lebih setara gender. 

 

Metode 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian 

deskriptif untuk memahami fenomena kekerasan berbasis gender online sebagai bentuk 

delegitimasi politik terhadap politisi perempuan di media sosial Indonesia. Pendekatan 

kualitatif dipilih karena mampu menjelaskan secara mendalam makna, pengalaman, 

serta konteks sosial dari suatu fenomena melalui interpretasi terhadap data yang 

diperoleh peneliti (Creswell, 2014). Objek penelitian difokuskan pada interaksi dan 

konten komunikasi di media sosial yang memuat komentar, unggahan, maupun respons 

publik terhadap politisi perempuan di Indonesia. Sumber data penelitian terdiri dari data 

primer berupa unggahan dan komentar pengguna media sosial serta data sekunder yang 

berasal dari literatur akademik dan dokumen yang relevan dengan topik penelitian. 

Definisi operasional dalam penelitian ini merujuk pada praktik kekerasan berbasis 

gender online yang muncul dalam bentuk ujaran seksis, stereotip gender, pelecehan 

verbal, serta serangan yang menargetkan identitas gender perempuan dalam diskursus 

digital. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi digital dan dokumentasi 

terhadap konten media sosial yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah 

dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif melalui 

tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan untuk 

mengidentifikasi pola narasi kekerasan berbasis gender dalam media sosial. Proses 

analisis tersebut bertujuan untuk memahami bagaimana kekerasan berbasis gender 

online digunakan sebagai strategi delegitimasi politik terhadap politisi perempuan. 

Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika kekerasan berbasis gender online 

dalam konteks politik digital di Indonesia (Creswell, 2014). 

  

Hasil dan Diskusi 

Fenomena kekerasan berbasis gender online terhadap perempuan di ruang digital 

Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dengan berkembangnya 

penggunaan internet dan media sosial. Ruang digital yang pada awalnya dianggap 

sebagai medium demokratis untuk memperluas partisipasi publik ternyata juga 

membuka peluang munculnya berbagai bentuk kekerasan baru terhadap perempuan. 

Kekerasan tersebut dapat berupa komentar seksis, pelecehan verbal, ancaman, hingga 

penyebaran konten yang merendahkan martabat perempuan. Dalam konteks politik, 

perempuan yang tampil di ruang publik digital sering menjadi sasaran serangan yang 

tidak berkaitan langsung dengan gagasan politik yang mereka sampaikan. Serangan 

tersebut justru lebih banyak menargetkan identitas gender dan kehidupan personal 

perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa relasi kuasa berbasis gender masih terus 

direproduksi dalam ruang digital. Dengan demikian, media sosial tidak hanya menjadi 
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ruang komunikasi politik, tetapi juga arena reproduksi ketimpangan gender dalam 

masyarakat.  

Temuan penelitian menunjukkan bahwa komentar terhadap politisi perempuan 

di media sosial sering kali mengandung stereotip gender yang merendahkan kapasitas 

perempuan dalam kepemimpinan politik. Dalam banyak percakapan digital, perempuan 

politisi digambarkan sebagai sosok yang emosional, lemah, dan tidak rasional dalam 

mengambil keputusan politik. Narasi semacam ini menunjukkan bahwa stereotip gender 

masih menjadi dasar dalam menilai kapasitas perempuan sebagai pemimpin. Kritik 

terhadap politisi perempuan sering kali tidak berfokus pada substansi kebijakan atau 

gagasan politik yang mereka sampaikan. Sebaliknya, kritik tersebut lebih banyak 

diarahkan pada aspek personal dan identitas gender perempuan. Kondisi ini 

memperlihatkan bahwa perempuan dalam politik menghadapi standar penilaian yang 

berbeda dibandingkan laki-laki. Dengan demikian, kekerasan berbasis gender online 

dapat berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk mempertahankan dominasi laki-laki 

dalam ruang politik (Susilo, Sugihartati, & Arimbi, 2019).  

Selain stereotip gender, bentuk kekerasan lain yang sering muncul dalam 

diskursus digital adalah objektifikasi terhadap tubuh perempuan politisi. Banyak 

komentar di media sosial yang menilai perempuan politisi berdasarkan penampilan fisik 

mereka daripada kinerja politik yang dilakukan. Komentar semacam ini menunjukkan 

bahwa tubuh perempuan sering dijadikan objek penilaian dalam ruang publik digital. 

Objektifikasi tersebut menggeser diskursus politik dari pembahasan kebijakan menuju 

aspek personal yang bersifat gendered. Dalam beberapa kasus, komentar yang muncul 

bahkan mengandung unsur pelecehan seksual secara verbal. Fenomena ini 

memperlihatkan bahwa tubuh perempuan masih dipandang sebagai objek yang dapat 

dikomentari secara bebas dalam ruang publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 

kekerasan berbasis gender online tidak dapat dipisahkan dari budaya patriarki yang 

masih kuat dalam masyarakat  

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender online 

sering kali muncul dalam bentuk ancaman dan intimidasi terhadap perempuan yang 

aktif di ruang publik digital. Ancaman tersebut dapat berupa ancaman kekerasan fisik, 

pelecehan seksual, hingga intimidasi terhadap kehidupan pribadi korban. Meskipun 

sebagian ancaman tersebut tidak selalu diwujudkan secara nyata, keberadaannya tetap 

memiliki dampak psikologis yang signifikan bagi korban. Ancaman di ruang digital 

dapat menciptakan rasa takut yang membuat perempuan lebih berhati-hati dalam 

menyampaikan opini politik di ruang publik. Kondisi ini berpotensi membatasi 

kebebasan berekspresi perempuan dalam diskursus politik digital. Dalam jangka 

panjang, situasi tersebut dapat menyebabkan perempuan menarik diri dari ruang publik 

digital. Oleh karena itu, kekerasan digital memiliki implikasi serius terhadap partisipasi 

perempuan dalam politik (Rahadian, Indriasari, & Kurniawan, 2025).  

Fenomena kekerasan berbasis gender online juga berkaitan erat dengan struktur 

sosial patriarki yang masih kuat dalam masyarakat. Patriarki menempatkan laki-laki 
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sebagai aktor dominan dalam ruang publik, termasuk dalam bidang politik. Ketika 

perempuan mencoba memasuki ruang politik yang selama ini didominasi oleh laki-laki, 

mereka sering menghadapi berbagai bentuk resistensi sosial. Resistensi tersebut dapat 

muncul dalam bentuk kritik personal, pelecehan verbal, maupun komentar yang 

merendahkan kapasitas perempuan. Media sosial kemudian menjadi ruang baru di mana 

resistensi tersebut dapat diekspresikan secara terbuka. Dengan kata lain, kekerasan 

digital terhadap perempuan merupakan refleksi dari struktur sosial yang lebih luas. Hal 

ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak otomatis menghilangkan 

ketimpangan gender dalam masyarakat (Hamdy & Hamdy, 2023).  

Dalam konteks politik digital, kekerasan berbasis gender online juga dapat 

dipahami sebagai bentuk delegitimasi terhadap perempuan politisi. Delegitimasi ini 

terjadi ketika serangan terhadap perempuan tidak lagi berkaitan dengan kapasitas 

politik, tetapi lebih menyoroti identitas gender mereka. Serangan semacam ini dapat 

merusak citra politik perempuan di mata publik. Narasi yang dibangun melalui 

komentar seksis dan misoginis dapat mempengaruhi cara masyarakat memandang 

perempuan sebagai pemimpin. Akibatnya, legitimasi politik perempuan dapat terkikis 

oleh konstruksi sosial yang bias gender. Dengan demikian, kekerasan digital tidak hanya 

berdampak pada individu tetapi juga pada posisi politik perempuan secara struktural. 

Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender online memiliki dimensi politik 

yang penting untuk dianalisis (Asriani, 2023).  

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dinamika algoritma media sosial turut 

memperkuat penyebaran kekerasan berbasis gender online. Komentar yang bersifat 

provokatif dan kontroversial cenderung mendapatkan lebih banyak perhatian dan 

interaksi dari pengguna lain. Akibatnya, komentar yang mengandung ujaran kebencian 

atau seksisme dapat dengan mudah menyebar secara luas. Fenomena ini menunjukkan 

bahwa struktur teknologi digital juga berperan dalam memperkuat kekerasan berbasis 

gender. Media sosial tidak hanya menjadi ruang komunikasi, tetapi juga arena di mana 

konflik simbolik dapat diperbesar melalui mekanisme algoritmik. Kondisi ini membuat 

perempuan yang aktif di ruang publik digital menjadi lebih rentan terhadap serangan. 

Dengan demikian, kekerasan berbasis gender online tidak dapat dipisahkan dari 

dinamika teknologi media sosial itu sendiri (Andiyansari & Juwono, 2023).  

Dalam diskursus politik digital di Indonesia, kekerasan berbasis gender online 

juga sering kali berkaitan dengan polarisasi politik yang terjadi di masyarakat. Ketika 

terjadi perdebatan politik yang intens di media sosial, perempuan politisi sering menjadi 

target serangan yang lebih personal dibandingkan politisi laki-laki. Serangan tersebut 

tidak hanya menargetkan posisi politik mereka tetapi juga identitas gender mereka. Hal 

ini menunjukkan bahwa gender sering dijadikan alat untuk memperkuat serangan 

politik dalam ruang digital. Dengan memanfaatkan stereotip gender, pihak tertentu 

dapat mencoba merusak reputasi politik perempuan. Strategi ini menunjukkan bahwa 

kekerasan berbasis gender online dapat digunakan sebagai instrumen politik. Dengan 
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kata lain, serangan digital tersebut memiliki dimensi strategis dalam kontestasi 

kekuasaan (Pratiwi, Mirzana, & Muin, 2023).  

Selain dalam bentuk komentar langsung, kekerasan berbasis gender online juga 

sering muncul melalui meme, satire, dan humor digital yang merendahkan perempuan. 

Humor seksis sering digunakan untuk mengkritik perempuan politisi dengan cara yang 

tampak ringan tetapi memiliki makna diskriminatif. Meskipun sering dianggap sebagai 

bentuk hiburan, humor semacam ini dapat memperkuat stereotip gender dalam 

masyarakat. Ketika narasi tersebut terus diulang dalam ruang digital, masyarakat dapat 

menganggapnya sebagai sesuatu yang normal. Akibatnya, diskriminasi terhadap 

perempuan dalam politik menjadi semakin terlegitimasi secara sosial. Fenomena ini 

menunjukkan bahwa kekerasan simbolik dapat berlangsung melalui praktik komunikasi 

sehari-hari di media sosial. Oleh karena itu, analisis terhadap bahasa dan simbol dalam 

media sosial menjadi penting dalam memahami dinamika kekerasan digital (Asriani, 

2023).  

Dari sisi pengalaman korban, kekerasan berbasis gender online juga memiliki 

dampak psikologis yang cukup serius bagi perempuan yang aktif di ruang publik digital. 

Banyak korban melaporkan mengalami tekanan emosional, kecemasan, dan stres akibat 

serangan yang mereka terima di media sosial. Dampak psikologis ini dapat 

mempengaruhi kepercayaan diri perempuan dalam mengekspresikan pendapat di ruang 

publik. Dalam beberapa kasus, korban bahkan memilih untuk membatasi aktivitas 

mereka di media sosial demi menghindari serangan lanjutan. Hal ini menunjukkan 

bahwa kekerasan digital tidak hanya berdampak pada citra publik tetapi juga pada 

kondisi mental korban. Ketika perempuan merasa tidak aman di ruang digital, 

partisipasi mereka dalam diskursus publik dapat menurun. Kondisi ini tentu merugikan 

proses demokrasi yang membutuhkan partisipasi politik yang inklusif (Rahadian et al., 

2025).  

Selain berdampak pada individu, kekerasan berbasis gender online juga memiliki 

implikasi terhadap representasi politik perempuan secara kolektif. Ketika perempuan 

politisi terus menerus menjadi target serangan berbasis gender, hal ini dapat membentuk 

persepsi publik bahwa perempuan tidak cocok untuk memimpin. Persepsi semacam ini 

dapat mempengaruhi cara masyarakat memilih pemimpin dalam proses demokrasi. 

Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat upaya peningkatan keterwakilan 

perempuan dalam lembaga politik. Padahal, representasi perempuan merupakan salah 

satu indikator penting dalam demokrasi yang inklusif. Jika kekerasan digital terus 

dibiarkan, maka kesenjangan gender dalam politik dapat semakin melebar. Oleh karena 

itu, fenomena ini perlu dipahami sebagai masalah struktural dalam sistem politik (Susilo 

et al., 2019).  

Dalam perspektif kajian gender, kekerasan berbasis gender online juga dapat 

dipahami sebagai bentuk kontrol sosial terhadap perempuan yang memasuki ruang 

publik. Ketika perempuan berusaha mengambil peran dalam politik, mereka sering 

dianggap melanggar norma gender tradisional yang menempatkan perempuan dalam 
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ruang domestik. Serangan digital kemudian digunakan sebagai cara untuk 

mengingatkan perempuan agar kembali pada peran sosial yang dianggap “sesuai”. 

Dengan demikian, kekerasan digital tidak hanya berkaitan dengan konflik individu 

tetapi juga dengan upaya mempertahankan norma sosial patriarkal. Media sosial 

menjadi arena baru di mana kontrol sosial tersebut dapat dijalankan secara terbuka. 

Fenomena ini menunjukkan bahwa ruang digital dapat mereproduksi norma sosial yang 

diskriminatif terhadap perempuan. Oleh karena itu, analisis terhadap kekerasan digital 

perlu mempertimbangkan dimensi sosial dan budaya yang lebih luas (Hamdy & Hamdy, 

2023).  

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan 

berbasis gender online masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun Indonesia 

telah memiliki sejumlah regulasi yang berkaitan dengan kekerasan digital, 

implementasinya masih belum sepenuhnya efektif. Banyak korban yang enggan 

melaporkan kasus yang mereka alami karena khawatir akan stigma sosial atau proses 

hukum yang panjang. Selain itu, mekanisme moderasi konten di platform media sosial 

juga sering kali belum mampu menangani komentar yang bersifat misoginis secara cepat. 

Akibatnya, banyak komentar yang merendahkan perempuan tetap dapat beredar di 

ruang digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan 

digital masih memerlukan perbaikan yang signifikan. Upaya kolaboratif antara 

pemerintah, platform digital, dan masyarakat sipil menjadi penting dalam mengatasi 

masalah ini (Pratiwi et al., 2023).  

Selain regulasi, literasi digital masyarakat juga menjadi faktor penting dalam 

mengurangi kekerasan berbasis gender online. Banyak pengguna media sosial yang 

belum sepenuhnya memahami dampak dari komentar yang mereka tulis di ruang 

digital. Kurangnya kesadaran mengenai isu gender sering kali membuat komentar seksis 

dianggap sebagai hal yang biasa. Padahal, komentar semacam itu dapat memiliki 

dampak sosial yang luas terhadap korban. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital 

dan kesadaran gender menjadi langkah penting dalam mengatasi kekerasan digital. 

Pendidikan mengenai etika komunikasi digital perlu diperkuat dalam berbagai sektor 

masyarakat. Dengan demikian, ruang digital dapat berkembang menjadi ruang yang 

lebih inklusif dan menghargai kesetaraan gender (Andiyansari & Juwono, 2023).  

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan berbasis 

gender online merupakan fenomena yang kompleks dan memiliki dimensi sosial, 

budaya, serta politik. Serangan digital terhadap perempuan politisi tidak hanya 

berkaitan dengan individu tetapi juga dengan struktur kekuasaan dalam masyarakat. 

Kekerasan tersebut sering kali digunakan sebagai alat untuk melemahkan legitimasi 

politik perempuan di ruang publik. Dalam konteks demokrasi digital, fenomena ini 

menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi arena pertarungan simbolik yang 

mempengaruhi legitimasi politik. Oleh karena itu, memahami dinamika kekerasan 

berbasis gender online menjadi penting dalam upaya memperkuat demokrasi yang lebih 

setara. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan dalam 
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ruang digital merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan kesetaraan gender 

dalam politik. Dengan demikian, ruang politik digital perlu dikelola secara lebih inklusif 

agar dapat mendukung partisipasi perempuan secara adil dan setara (Asriani, 2023). 

Tabel 1 Klasifikasi Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online terhadap Politisi 

Perempuan 

Kategori Kekerasan Bentuk Serangan di 
Media Sosial 

Contoh Narasi yang 
Muncul 

Dampak terhadap 
Politisi Perempuan 

Seksisme verbal Komentar 
merendahkan 
kemampuan 
perempuan 

“Perempuan tidak. 
Cocok memimpin”, 
terlalu emosional. 
Untuk politik” 

Merusak  legitimasi 
kepemimpinan 
perempuan 

Objektifikasi tubuh Komentar terkait 
penampilan fisik 

Menilai tubuh, wajah, 
atau Standar 
kecantikan 

Mengalihkan 
diskursus dari 
substansi politik 

Pelecehan seksual 
digital 

Komentar bernuansa 
seksual  

Candaan  seksual, 
pelecehan verbal 

Merendahkan 
martabat perempuan 

Ancaman dan 
intimidasi 

Ancaman kekerasan 
atau pelecehan 

Ancaman terhadap 
tubuh atau 
keselamatan 

Menimbulkan rasa 
takut di ruang digital 

Delegitimasi politik Narasi bahwa 
perempuan tidak 
pantas memimpin 

“Kembali saja ke 
urusan rumah 
tangga” 

Mengurangi 
kredibilitas politik 
perempuan 

Sumber: Hasil olahan data peneliti (2026). 

       Tabel ini menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender online tidak hanya bersifat 

personal, tetapi juga berfungsi sebagai strategi delegitimasi politik terhadap perempuan 

di ruang digital. 

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa perempuan dalam 

politik sering menghadapi gendered disinformation dan serangan misoginis yang 

bertujuan merusak legitimasi politik mereka (Krook & Restrepo Sanín, 2020). 

     Untuk memperkuat analisis, fenomena kekerasan berbasis gender online juga dapat 

dilihat dari beberapa kasus yang melibatkan perempuan di ruang publik Indonesia. 

Salah satu contoh adalah serangan digital yang sering diarahkan kepada Puan 

Maharani sebagai politisi perempuan yang menempati posisi strategis dalam politik 

nasional. Dalam berbagai diskursus di media sosial, kritik terhadap Puan Maharani 

sering kali tidak hanya berfokus pada kebijakan politik yang diambilnya, tetapi juga 

pada aspek personal seperti penampilan, ekspresi wajah, maupun stereotip terhadap 

perempuan dalam kepemimpinan. Serangan semacam ini menunjukkan bahwa 

perempuan politisi sering dinilai berdasarkan standar gender yang berbeda 

dibandingkan politisi laki-laki. 

      Contoh lain dapat dilihat pada pengalaman Grace Natalie, yang sebagai pemimpin 

partai politik juga sering menerima komentar seksis di media sosial. Dalam berbagai 

percakapan digital, kritik terhadap Grace Natalie sering kali disertai narasi yang 

mempertanyakan kapasitas perempuan dalam memimpin organisasi politik. Narasi 
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tersebut memperlihatkan bahwa gender sering digunakan sebagai alat untuk 

melemahkan legitimasi politik perempuan. 

    Selain itu, jurnalis dan figur publik seperti Najwa Shihab juga kerap mengalami 

serangan misoginis ketika menyampaikan kritik politik di media sosial. Komentar yang 

muncul tidak jarang mengandung pelecehan verbal maupun stereotip gender. Fenomena 

ini menunjukkan bahwa perempuan yang aktif dalam diskursus politik digital memiliki 

risiko lebih tinggi mengalami kekerasan berbasis gender online. 

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa ruang digital sering menjadi arena 

pertarungan simbolik di mana legitimasi politik perempuan dapat diproduksi maupun 

diperdebatkan melalui bahasa dan narasi yang beredar di media sosial. 

        Temuan penelitian ini juga sejalan dengan berbagai studi internasional mengenai 

kekerasan digital terhadap perempuan dalam politik. Penelitian oleh Mona Lena 

Krook dan Juliana Restrepo Sanín menunjukkan bahwa perempuan politisi di berbagai 

negara sering menjadi target gendered political violence, yaitu bentuk kekerasan yang 

secara khusus menargetkan perempuan karena identitas gender mereka. Kekerasan 

tersebut tidak hanya terjadi dalam bentuk fisik tetapi juga dalam bentuk serangan digital 

yang bertujuan merusak reputasi politik perempuan. 

       Studi lain yang dilakukan oleh Deborah Tannen menunjukkan bahwa bahasa dalam 

komunikasi publik sering kali mencerminkan relasi kuasa dalam masyarakat. Dalam 

konteks media sosial, bahasa yang merendahkan perempuan dapat membentuk persepsi 

publik mengenai kapasitas perempuan sebagai pemimpin. Ketika narasi tersebut terus 

berulang dalam ruang digital, stereotip gender dapat semakin menguat. 

      Selain itu, penelitian oleh Emma A. Jane juga menemukan bahwa perempuan yang 

aktif di ruang digital memiliki kemungkinan lebih besar menjadi target pelecehan 

berbasis gender dibandingkan laki-laki. Kekerasan tersebut sering kali bersifat seksual, 

misoginis, dan menyerang identitas personal korban. Fenomena ini menunjukkan bahwa 

ruang digital tidak sepenuhnya bebas dari ketimpangan gender yang ada dalam 

masyarakat. 

     Dalam konteks politik, penelitian oleh Diana Z. O'Brien menunjukkan bahwa 

serangan berbasis gender terhadap perempuan politisi dapat mempengaruhi persepsi 

publik mengenai kompetensi kepemimpinan perempuan. Akibatnya, kekerasan digital 

tidak hanya berdampak pada individu tetapi juga pada peluang perempuan untuk 

mendapatkan dukungan politik dalam sistem demokrasi. 
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       Model ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi ruang komunikasi 

politik, tetapi juga menjadi arena pertarungan simbolik yang dapat mempengaruhi 

legitimasi politik perempuan. Penjelasan ini sejalan dengan penelitian oleh Mona Lena 

Krook yang menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam politik sering 

digunakan untuk membatasi atau menghalangi partisipasi perempuan dalam kekuasaan 

politik. 

      Perkembangan media sosial telah menciptakan ruang komunikasi politik yang lebih 

terbuka dan interaktif dibandingkan dengan media konvensional. Politisi kini dapat 

berinteraksi secara langsung dengan masyarakat tanpa melalui perantara media massa. 

Namun keterbukaan tersebut juga membawa konsekuensi berupa meningkatnya potensi 

konflik dan kekerasan verbal dalam ruang digital. Dalam konteks ini, perempuan yang 

aktif dalam diskursus politik sering menjadi sasaran serangan yang bersifat personal dan 

berbasis gender. Serangan tersebut sering kali muncul dalam bentuk komentar yang 

merendahkan kemampuan perempuan dalam memimpin. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa ruang digital belum sepenuhnya bebas dari bias gender yang telah lama 

mengakar dalam masyarakat. Oleh karena itu, media sosial dapat berfungsi sebagai 

ruang reproduksi ketimpangan gender dalam politik (Krook & Restrepo Sanín, 2020). 

      Selain serangan verbal langsung, kekerasan berbasis gender online juga sering 

muncul melalui praktik penyebaran narasi yang merendahkan perempuan secara 

sistematis. Narasi tersebut dapat berbentuk rumor, meme, maupun konten yang sengaja 

dibuat untuk merusak reputasi perempuan politisi. Dalam banyak kasus, narasi tersebut 
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menyasar kehidupan pribadi perempuan dan tidak berkaitan dengan kapasitas politik 

mereka. Strategi semacam ini sering digunakan untuk membangun persepsi negatif 

terhadap perempuan dalam politik. Ketika narasi tersebut terus beredar di ruang digital, 

masyarakat dapat menganggapnya sebagai fakta yang benar. Akibatnya, legitimasi 

politik perempuan dapat terkikis secara perlahan melalui konstruksi opini publik. 

Fenomena ini menunjukkan bahwa kekerasan digital memiliki dimensi simbolik yang 

sangat kuat dalam politik (Sobieraj, 2020). 

     Dalam konteks demokrasi digital, kekerasan berbasis gender online juga dapat 

mempengaruhi kualitas diskursus politik di ruang publik. Diskursus politik yang 

seharusnya berfokus pada perdebatan gagasan dan kebijakan sering kali berubah 

menjadi serangan personal terhadap individu tertentu. Ketika perempuan menjadi target 

utama serangan tersebut, ruang diskursus politik menjadi semakin tidak ramah bagi 

perempuan. Kondisi ini dapat menghambat partisipasi perempuan dalam proses politik 

yang seharusnya inklusif. Demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi yang setara 

dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk perempuan. Oleh karena itu, keberadaan 

kekerasan digital dapat menjadi ancaman bagi kualitas demokrasi. Hal ini menunjukkan 

bahwa kekerasan berbasis gender online tidak hanya merupakan masalah individu tetapi 

juga masalah struktural dalam sistem politik (Jane, 2017). 

     Selain berdampak pada kualitas diskursus politik, kekerasan berbasis gender online 

juga berpotensi mempengaruhi perilaku politik perempuan. Perempuan yang sering 

mengalami serangan digital dapat menjadi lebih berhati-hati dalam menyampaikan 

pendapat di ruang publik. Dalam beberapa kasus, perempuan bahkan memilih untuk 

membatasi aktivitas mereka di media sosial untuk menghindari serangan lanjutan. 

Fenomena ini dikenal sebagai self-censorship, yaitu ketika individu secara sadar 

membatasi ekspresi diri karena takut terhadap konsekuensi sosial. Self-censorship dapat 

mengurangi keberagaman perspektif dalam diskursus politik digital. Akibatnya, ruang 

publik digital menjadi semakin didominasi oleh kelompok tertentu. Kondisi ini tentu 

tidak sejalan dengan prinsip demokrasi yang menekankan partisipasi yang inklusif 

(Mantilla, 2015). 

       Fenomena kekerasan berbasis gender online juga memperlihatkan bagaimana 

bahasa dapat digunakan sebagai alat kekuasaan dalam politik. Bahasa yang 

merendahkan perempuan dapat membentuk cara masyarakat memandang perempuan 

dalam ruang publik. Ketika bahasa yang diskriminatif terus digunakan dalam media 

sosial, narasi tersebut dapat memperkuat stereotip gender dalam masyarakat. Dalam 

konteks ini, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai 

alat dominasi sosial. Analisis terhadap bahasa yang digunakan dalam komentar digital 

menjadi penting untuk memahami dinamika kekerasan berbasis gender. Melalui bahasa, 

individu atau kelompok tertentu dapat menciptakan konstruksi sosial yang merugikan 

perempuan. Oleh karena itu, studi mengenai bahasa digital menjadi relevan dalam kajian 

politik dan gender (Southern & Harmer, 2019). 
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      Selain faktor budaya patriarki, struktur teknologi media sosial juga turut 

mempengaruhi dinamika kekerasan berbasis gender online. Algoritma media sosial 

dirancang untuk mempromosikan konten yang memiliki tingkat interaksi tinggi. Konten 

yang bersifat kontroversial atau provokatif sering kali mendapatkan lebih banyak 

perhatian dari pengguna lain. Akibatnya, komentar yang mengandung ujaran kebencian 

atau seksisme dapat dengan mudah menyebar secara luas. Fenomena ini menunjukkan 

bahwa teknologi digital dapat memperkuat konflik sosial yang ada dalam masyarakat. 

Dalam konteks politik, kondisi tersebut dapat meningkatkan intensitas serangan 

terhadap perempuan politisi. Dengan demikian, kekerasan berbasis gender online tidak 

hanya dipengaruhi oleh faktor sosial tetapi juga oleh faktor teknologi (Rheault, Rayment, 

& Musulan, 2019). 

      Lebih jauh lagi, kekerasan berbasis gender online juga dapat mempengaruhi proses 

rekrutmen politik perempuan. Perempuan yang menyaksikan banyaknya serangan 

digital terhadap politisi perempuan mungkin menjadi ragu untuk terlibat dalam politik. 

Ketakutan terhadap potensi serangan digital dapat menjadi salah satu hambatan 

psikologis bagi perempuan untuk memasuki dunia politik. Hal ini menunjukkan bahwa 

kekerasan digital memiliki efek jangka panjang terhadap representasi politik perempuan. 

Jika fenomena ini terus berlangsung, upaya meningkatkan keterwakilan perempuan 

dalam politik dapat mengalami hambatan yang signifikan. Oleh karena itu, kekerasan 

berbasis gender online perlu dipahami sebagai bagian dari tantangan struktural dalam 

demokrasi modern. Upaya untuk mengatasi fenomena ini memerlukan pendekatan yang 

komprehensif dan melibatkan berbagai aktor sosial (Krook, 2017). 

      Fenomena kekerasan berbasis gender online semakin mendapat perhatian dalam 

berbagai penelitian akademik di Indonesia. Kekerasan ini sering muncul dalam bentuk 

komentar seksis, penghinaan berbasis gender, hingga pelecehan seksual verbal di media 

sosial. Perempuan yang aktif di ruang digital cenderung mengalami bentuk kekerasan 

yang menargetkan identitas gender mereka secara langsung. Hal ini menunjukkan 

bahwa ruang digital tidak sepenuhnya netral dari bias sosial yang ada dalam 

masyarakat. Kekerasan berbasis gender online sering kali dipengaruhi oleh struktur 

patriarki yang masih kuat dalam budaya sosial. Struktur tersebut menempatkan 

perempuan pada posisi yang lebih rentan terhadap serangan simbolik maupun verbal. 

Dalam konteks politik, situasi ini membuat perempuan politisi menghadapi tantangan 

tambahan ketika berpartisipasi dalam ruang publik digital. Penelitian menunjukkan 

bahwa kekerasan digital terhadap perempuan dapat memperkuat ketimpangan gender 

dalam ruang publik (Julian & Asmawati, 2023). 

       Penelitian lain menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender online tidak hanya 

berupa serangan verbal tetapi juga dapat berbentuk intimidasi dan ancaman digital. 

Ancaman tersebut dapat menciptakan rasa takut yang mempengaruhi partisipasi 

perempuan dalam ruang publik digital. Dalam beberapa kasus, perempuan yang 

mengalami serangan digital memilih untuk mengurangi aktivitas mereka di media 

sosial. Kondisi ini dapat berdampak pada menurunnya partisipasi perempuan dalam 
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diskursus publik. Ketika perempuan menarik diri dari ruang digital, maka suara 

perempuan dalam debat publik juga menjadi semakin terbatas. Fenomena ini 

menunjukkan bahwa kekerasan digital memiliki implikasi serius terhadap demokrasi 

digital. Oleh karena itu, perlindungan terhadap perempuan di ruang digital menjadi isu 

penting dalam kajian gender dan politik. Penelitian mengenai perlindungan hukum 

terhadap korban KBGO menegaskan bahwa kekerasan digital dapat menyebabkan 

trauma psikologis dan tekanan sosial bagi korban (Arawinda, 2021).  

        Selain ancaman langsung, kekerasan berbasis gender online juga sering muncul 

dalam bentuk kekerasan simbolik melalui bahasa dan narasi yang merendahkan 

perempuan. Bahasa yang digunakan dalam komentar digital dapat mencerminkan relasi 

kuasa dalam masyarakat. Komentar yang merendahkan perempuan sering kali 

memperkuat stereotip gender yang sudah ada sebelumnya. Ketika stereotip tersebut 

terus diulang dalam ruang digital, masyarakat dapat menganggapnya sebagai sesuatu 

yang normal. Akibatnya, diskriminasi terhadap perempuan dalam ruang publik menjadi 

semakin terlegitimasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekerasan simbolik dapat 

berlangsung melalui praktik komunikasi sehari-hari di media sosial. Analisis wacana 

menunjukkan bahwa narasi tertentu dapat membentuk cara masyarakat memandang 

perempuan. Dengan demikian, kekerasan simbolik menjadi bagian dari mekanisme 

sosial yang mempertahankan ketimpangan gender (Elanda & Pitaloka, 2022). 

       Dalam konteks penggunaan media sosial yang semakin luas, kekerasan berbasis 

gender online juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Data 

menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan internet berbanding lurus dengan 

meningkatnya potensi kekerasan digital. Selama pandemi COVID-19 misalnya, aktivitas 

masyarakat di ruang digital meningkat drastis. Kondisi tersebut juga menyebabkan 

meningkatnya kasus kekerasan berbasis gender online di Indonesia. Komnas Perempuan 

mencatat adanya peningkatan signifikan dalam jumlah laporan kasus kekerasan digital 

terhadap perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa ruang digital dapat menjadi 

lingkungan yang tidak aman bagi perempuan jika tidak diatur dengan baik. Oleh karena 

itu, penting untuk memahami dinamika kekerasan digital dalam konteks sosial yang 

lebih luas. Fenomena ini menunjukkan bahwa teknologi digital dapat memperkuat 

ketimpangan sosial yang sudah ada (Hayati, 2021). 

     Penelitian juga menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender online sering kali 

melibatkan praktik victim blaming terhadap perempuan korban. Victim blaming terjadi 

ketika masyarakat justru menyalahkan korban atas kekerasan yang mereka alami. Dalam 

konteks media online, pemberitaan maupun komentar publik sering menggiring opini 

yang menyudutkan perempuan korban. Narasi semacam ini dapat memperburuk 

kondisi psikologis korban dan menghambat proses pemulihan mereka. Selain itu, victim 

blaming juga dapat membuat korban enggan melaporkan kasus yang mereka alami. Hal 

ini menyebabkan banyak kasus kekerasan digital tidak tercatat secara resmi. Fenomena 

ini menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender online tidak hanya terjadi dalam 

bentuk serangan langsung tetapi juga melalui konstruksi sosial yang menyalahkan 
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korban. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih sensitif gender diperlukan dalam 

menangani kasus kekerasan digital (Ihsani, 2020). 

     Penelitian lain menunjukkan bahwa bentuk kekerasan berbasis gender online sangat 

beragam, mulai dari cyber harassment hingga penyebaran konten intim tanpa 

persetujuan. Praktik ini sering dikenal sebagai non-consensual dissemination of intimate 

images (NCII). Penyebaran konten intim tanpa izin merupakan salah satu bentuk 

kekerasan digital yang paling merugikan korban. Korban sering mengalami tekanan 

psikologis, stigma sosial, dan kerusakan reputasi. Dalam banyak kasus, perempuan 

menjadi kelompok yang paling sering menjadi korban praktik ini. Hal ini menunjukkan 

bahwa teknologi digital dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan kekerasan 

berbasis gender. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa kekerasan digital memiliki 

dimensi yang sangat kompleks. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban 

menjadi sangat penting (Ramadhan, Widarini, & Gunawan, 2025). 

       Kekerasan berbasis gender online juga memiliki dampak psikologis yang signifikan 

bagi korban. Banyak korban melaporkan mengalami stres, kecemasan, dan rasa takut 

setelah mengalami serangan digital. Dampak psikologis ini dapat mempengaruhi 

kehidupan sosial maupun profesional korban. Dalam konteks politik, dampak tersebut 

dapat mempengaruhi keberanian perempuan untuk terlibat dalam diskursus publik. 

Ketika perempuan merasa tidak aman di ruang digital, mereka cenderung membatasi 

aktivitas politik mereka di media sosial. Kondisi ini dapat mengurangi keberagaman 

perspektif dalam diskursus politik digital. Demokrasi yang sehat membutuhkan 

partisipasi yang setara dari semua kelompok masyarakat. Oleh karena itu, kekerasan 

digital terhadap perempuan dapat menjadi ancaman bagi kualitas demokrasi (Samosir, 

2023). 

      Selain dampak psikologis, kekerasan berbasis gender online juga dapat berdampak 

pada citra publik perempuan yang menjadi korban. Serangan digital yang berulang 

dapat membentuk persepsi negatif masyarakat terhadap korban. Persepsi tersebut sering 

kali tidak berkaitan dengan fakta yang sebenarnya. Dalam konteks politik, kondisi ini 

dapat merusak reputasi perempuan politisi di mata publik. Serangan digital sering kali 

digunakan sebagai strategi untuk mendeligitimasi posisi politik perempuan. Dengan 

merusak citra publik perempuan, pelaku dapat mencoba melemahkan pengaruh politik 

mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekerasan digital dapat digunakan sebagai 

alat dalam kontestasi kekuasaan. Oleh karena itu, penting untuk memahami kekerasan 

digital sebagai fenomena politik (Moulita, Mazdalifah, & Lubis, 2023). 

      Fenomena kekerasan digital terhadap perempuan juga menunjukkan adanya 

ketimpangan dalam cara masyarakat menilai laki-laki dan perempuan di ruang publik. 

Perempuan sering dinilai berdasarkan standar sosial yang berbeda dibandingkan laki-

laki. Kritik terhadap perempuan sering kali lebih bersifat personal dan emosional. Hal 

ini berbeda dengan kritik terhadap laki-laki yang lebih sering berfokus pada aspek 

kebijakan atau kompetensi. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa bias gender masih 

sangat kuat dalam diskursus publik. Ketika bias tersebut muncul dalam media sosial, 
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dampaknya dapat menyebar dengan sangat cepat. Oleh karena itu, media sosial dapat 

memperkuat reproduksi stereotip gender dalam masyarakat. Fenomena ini 

menunjukkan bahwa teknologi digital tidak selalu bersifat netral dalam praktik sosial 

(Julian & Asmawati, 2023). 

      Kekerasan berbasis gender online juga berkaitan erat dengan budaya patriarki yang 

masih kuat dalam masyarakat. Patriarki menempatkan laki-laki sebagai aktor utama 

dalam ruang publik. Ketika perempuan memasuki ruang politik, mereka sering 

menghadapi berbagai bentuk resistensi sosial. Resistensi tersebut dapat muncul dalam 

bentuk komentar yang merendahkan kemampuan perempuan. Media sosial kemudian 

menjadi ruang baru di mana resistensi tersebut dapat diekspresikan secara terbuka. 

Fenomena ini menunjukkan bahwa kekerasan digital merupakan manifestasi dari 

struktur sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, pendekatan struktural diperlukan untuk 

memahami dinamika kekerasan berbasis gender online. Analisis semacam ini penting 

untuk mengidentifikasi akar masalah yang mendasari kekerasan digital (Hayati, 2021). 

       Selain faktor budaya, faktor teknologi juga memainkan peran penting dalam 

penyebaran kekerasan berbasis gender online. Algoritma media sosial sering kali 

mempromosikan konten yang memiliki tingkat interaksi tinggi. Konten yang bersifat 

kontroversial atau provokatif cenderung mendapatkan lebih banyak perhatian. 

Akibatnya, komentar yang mengandung ujaran kebencian dapat dengan mudah 

menyebar secara luas. Fenomena ini menunjukkan bahwa teknologi digital dapat 

memperkuat konflik sosial yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks gender, kondisi 

ini dapat meningkatkan intensitas serangan terhadap perempuan di ruang digital. Oleh 

karena itu, platform media sosial perlu memiliki mekanisme moderasi yang lebih efektif. 

Upaya tersebut penting untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi 

perempuan (Arawinda, 2021). 

       Kekerasan berbasis gender online juga menunjukkan bahwa ruang digital dapat 

menjadi arena pertarungan simbolik dalam politik. Dalam arena tersebut, berbagai aktor 

politik berusaha membangun narasi yang menguntungkan posisi mereka. Serangan 

berbasis gender dapat digunakan untuk melemahkan legitimasi politik perempuan. 

Narasi yang merendahkan perempuan dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap 

kepemimpinan perempuan. Ketika narasi tersebut terus beredar, masyarakat dapat 

mulai meragukan kapasitas perempuan sebagai pemimpin. Fenomena ini menunjukkan 

bahwa kekerasan digital memiliki dimensi politik yang sangat penting. Oleh karena itu, 

analisis terhadap kekerasan digital perlu mempertimbangkan dinamika kekuasaan 

dalam masyarakat. Dengan memahami dimensi politik tersebut, kita dapat melihat 

bagaimana kekerasan digital digunakan sebagai strategi delegitimasi politik (Moulita et 

al., 2023). 

      Penelitian juga menunjukkan bahwa peningkatan literasi digital dapat menjadi salah 

satu strategi untuk mengurangi kekerasan berbasis gender online. Literasi digital 

membantu masyarakat memahami dampak dari perilaku mereka di ruang digital. 

Dengan literasi yang lebih baik, pengguna media sosial dapat lebih sadar terhadap 
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konsekuensi dari komentar yang mereka tulis. Selain itu, literasi digital juga dapat 

membantu korban memahami hak-hak mereka dalam menghadapi kekerasan digital. 

Pendidikan mengenai kesetaraan gender juga menjadi bagian penting dari literasi digital. 

Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu gender, kekerasan berbasis 

gender online dapat diminimalkan. Oleh karena itu, literasi digital perlu menjadi bagian 

dari kebijakan pendidikan yang lebih luas. Pendekatan ini dapat membantu menciptakan 

ruang digital yang lebih inklusif (Ihsani, 2020). 

     Selain pendidikan, peran regulasi juga sangat penting dalam mengatasi kekerasan 

berbasis gender online. Pemerintah perlu memiliki kebijakan yang jelas dalam 

melindungi korban kekerasan digital. Regulasi tersebut harus mampu mengatur 

tanggung jawab platform media sosial dalam menangani konten yang bersifat 

diskriminatif. Selain itu, sistem pelaporan yang mudah dan efektif juga perlu disediakan 

bagi korban. Dengan adanya mekanisme perlindungan yang kuat, korban dapat merasa 

lebih aman dalam melaporkan kasus yang mereka alami. Regulasi yang efektif juga dapat 

memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan digital. Oleh karena itu, kebijakan publik 

memiliki peran penting dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman. Pendekatan 

kebijakan yang komprehensif diperlukan untuk mengatasi fenomena ini (Nazar, 

Anugrah, & Pramudia, 2024). 

       Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan berbasis 

gender online merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional. Kekerasan 

tersebut tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu tetapi juga dengan struktur 

sosial, budaya, dan teknologi. Dalam konteks politik digital, kekerasan berbasis gender 

online dapat digunakan sebagai alat untuk melemahkan legitimasi politik perempuan. 

Fenomena ini menunjukkan bahwa ruang digital dapat menjadi arena pertarungan 

simbolik yang mempengaruhi persepsi publik terhadap perempuan. Oleh karena itu, 

upaya untuk mengatasi kekerasan digital memerlukan pendekatan yang komprehensif. 

Pendekatan tersebut harus melibatkan aspek hukum, pendidikan, teknologi, dan 

budaya. Dengan demikian, ruang digital dapat berkembang menjadi ruang publik yang 

lebih inklusif dan setara gender (Julian & Asmawati, 2023).  

 

Kesimpulan 

      Penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender online merupakan 

fenomena yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya penggunaan media 

sosial dalam ruang publik digital. Hasil analisis menunjukkan bahwa perempuan yang 

aktif dalam ruang digital, terutama dalam diskursus politik dan sosial, lebih rentan 

mengalami serangan verbal, pelecehan berbasis gender, hingga delegitimasi identitas 

personal. Bentuk kekerasan tersebut tidak hanya muncul dalam bentuk ujaran 

kebencian, tetapi juga melalui narasi simbolik yang merendahkan kapasitas perempuan 

dalam ruang publik. Kondisi ini memperlihatkan bahwa ruang digital tidak sepenuhnya 

netral, melainkan mereproduksi relasi kuasa dan bias gender yang telah lama ada dalam 

struktur sosial masyarakat. Kekerasan berbasis gender online juga menunjukkan adanya 
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keterkaitan antara budaya patriarki, dinamika politik digital, serta perkembangan 

teknologi komunikasi. Dengan demikian, fenomena ini tidak dapat dipahami hanya 

sebagai tindakan individual, tetapi sebagai bagian dari struktur sosial yang lebih 

luas.Selain itu, temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa kekerasan berbasis 

gender online memiliki dampak yang signifikan terhadap partisipasi perempuan dalam 

ruang publik digital. Serangan yang bersifat personal dan berulang dapat 

mempengaruhi kondisi psikologis korban, seperti meningkatnya rasa takut, kecemasan, 

serta tekanan sosial. Dampak tersebut berpotensi membuat perempuan mengurangi 

aktivitas mereka dalam diskursus publik digital. Apabila kondisi ini terus berlangsung, 

maka representasi perspektif perempuan dalam ruang publik digital dapat semakin 

terbatas. Situasi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas demokrasi digital 

karena partisipasi publik tidak berlangsung secara setara. Oleh karena itu, kekerasan 

berbasis gender online tidak hanya menjadi persoalan individu, tetapi juga memiliki 

implikasi terhadap keberlanjutan ruang publik yang inklusif dan demokratis. 

      Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan 

multidimensional dalam menangani kekerasan berbasis gender online. Upaya 

penanganan tidak hanya membutuhkan regulasi hukum yang kuat, tetapi juga 

peningkatan literasi digital serta kesadaran masyarakat mengenai kesetaraan gender. 

Platform media sosial juga memiliki tanggung jawab dalam menciptakan mekanisme 

moderasi konten yang lebih efektif untuk mencegah penyebaran ujaran kebencian dan 

pelecehan digital. Selain itu, dukungan institusional terhadap korban juga perlu 

diperkuat agar mereka memiliki akses terhadap perlindungan hukum dan pemulihan 

psikologis. Dengan adanya sinergi antara kebijakan publik, edukasi digital, dan 

tanggung jawab platform teknologi, diharapkan ruang digital dapat berkembang 

menjadi ruang publik yang lebih aman, inklusif, dan setara bagi semua kelompok 

masyarakat. 
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